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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor di tengah masyarakat menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama ketika transaksi tersebut tidak lagi semata-mata bertumpu pada kepercayaan pribadi, melainkan juga pada keabsahan dokumen yang menyertai objek jual beli. Dalam praktiknya, keberadaan surat-surat kendaraan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mempunyai fungsi hukum yang sangat penting karena menjadi dasar identifikasi kepemilikan, legitimasi penguasaan, serta alat pembuktian dalam hubungan keperdataan maupun pidana. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap dokumen tersebut bukan hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengganggu kepastian hukum, keamanan lalu lintas perdagangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.

Dalam perspektif hukum pidana, pemalsuan surat merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang karena menyerang kepercayaan umum terhadap otentisitas suatu dokumen. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dapat dipidana apabila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, Pasal 263 ayat (2) KUHP juga menegaskan bahwa orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, apabila pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana yang sama.

Tindak pidana pertolongan jahat adalah perbuatan yang oleh hukum dikualifikasikan sebagai penadahan, yaitu tindakan menerima, membeli, menyimpan, menjual, atau mengambil keuntungan atas suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu kejahatan. Perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana karena turut membantu hasil kejahatan untuk dimanfaatkan, dialihkan, atau disembunyikan dari pemilik yang sah.

Selain tindak pidana pemalsuan surat, hukum pidana Indonesia juga mengenal tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Norma ini penting karena tidak semua pelaku kejahatan berada pada posisi sebagai pembuat utama dokumen palsu, melainkan dapat pula berperan sebagai pihak yang menerima, menggadaikan, menjual, atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara kendaraan bermotor dengan dokumen palsu tidak hanya berhenti pada pelaku pemalsuan, tetapi dapat meluas kepada pihak yang membantu memperlancar transaksi atas barang yang patut dicurigai berasal dari perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana juga semakin relevan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau dengan keterlibatan beberapa orang yang mempunyai peran berbeda-beda. Dalam hal demikian, Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak yang mendorong, mengarahkan, menyediakan sarana, atau secara aktif turut serta dalam terwujudnya tindak pidana. Oleh sebab itu, analisis terhadap perkara pemalsuan surat dalam transaksi jual beli mobil harus mempertimbangkan kemungkinan adanya penyertaan, baik dalam bentuk pelaku langsung maupun pelaku yang berperan bersama-sama.

Secara teoritis, tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat memiliki hubungan yang erat karena pemalsuan surat sering kali menjadi instrumen untuk melegitimasi penguasaan atau pengalihan barang hasil kejahatan. Surat palsu dipergunakan untuk menciptakan kesan seolah-olah suatu transaksi berlangsung secara sah, padahal di balik itu terdapat perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam konteks kendaraan bermotor, pemalsuan BPKB dan STNK dapat dipakai untuk meyakinkan calon pembeli, penerima gadai, atau perantara bahwa mobil yang ditawarkan benar-benar berada dalam penguasaan yang sah. Keadaan inilah yang menjadikan tindak pidana pemalsuan surat tidak dapat dipandang secara terpisah dari tindak pidana pertolongan jahat, karena keduanya sering muncul dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang sama.

Gambaran konkret mengenai persoalan tersebut tampak dalam perkara yang ditangani oleh Polres Langkat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Dalam perkara tersebut, seorang laki-laki bernama Hamdan Afdawi diamankan ketika hendak menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan Rumah Makan Ajo Minang Perdamaian Stabat. Mobil tersebut dibawa dengan dokumen BPKB dan STNK yang diduga palsu, sementara pelaku berupaya meyakinkan pihak lain bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri.
 

Berdasarkan keterangan dalam berkas pemeriksaan, kecurigaan muncul karena harga mobil Toyota Avanza tahun 2024 yang ditawarkan hanya sebesar Rp130.000.000, padahal menurut saksi yang berprofesi sebagai agen mobil, harga pasarannya berada pada kisaran sekitar Rp170.000.000 sampai Rp190.000.000. Tidak hanya itu, saat dilakukan pengecekan terhadap dokumen kendaraan, ditemukan adanya perbedaan tulisan pada identitas pemilik dan identitas kendaraan dalam BPKB, bahkan terdapat bekas tulisan yang dihapus lalu ditulis ulang. Setelah diverifikasi lebih lanjut melalui aplikasi pengecekan data kendaraan, dokumen tersebut justru menunjukkan data kendaraan lain, sehingga semakin menguatkan dugaan adanya pemalsuan surat untuk melancarkan transaksi.

Kasus ini juga memperlihatkan adanya dugaan keterlibatan lebih dari satu orang dalam rangkaian peristiwa pidana. Dari keterangan Hamdan Afdawi diketahui bahwa ia mengaku disuruh oleh seseorang bernama Dicky untuk menggadaikan mobil tersebut, bahkan diarahkan agar mengakui bahwa mobil itu adalah miliknya sendiri. Hamdan juga menerangkan bahwa ia dijanjikan akan memperoleh keuntungan apabila transaksi berhasil, dan dalam prosesnya ia menggunakan identitas lain, yakni Rizal Efendi, untuk meyakinkan calon penerima gadai. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kemungkinan penerapan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan, di samping Pasal 263 KUHP dan Pasal 480 KUHP, karena perbuatan tersebut tampak dilakukan melalui kerja sama peran yang saling melengkapi demi tercapainya tujuan transaksi atas kendaraan dengan dokumen palsu.
 

Dari sudut pandang penegakan hukum, perkara semacam ini sangat penting untuk dikaji secara yuridis karena menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana yang tidak selalu sederhana. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan siapa pihak yang membuat atau memalsukan surat, siapa yang menggunakan surat palsu, siapa yang turut serta, serta siapa yang sekadar menerima atau mencoba mengambil keuntungan dari barang yang patut diduga berasal dari kejahatan. Analisis yang cermat terhadap unsur “dengan sengaja”, “patut diduga”, “dapat menimbulkan kerugian”, dan “turut serta melakukan” menjadi penentu utama dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana secara tepat, adil, dan proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pertolongan Jahat dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Dokumen Palsu di Polres Langkat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini relevan bukan hanya untuk menjelaskan penerapan ketentuan Pasal 263, Pasal 480, dan Pasal 55 KUHP dalam kasus konkret, tetapi juga untuk menilai bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dibangun terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi kendaraan bermotor dengan dokumen palsu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan serupa secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pertolongan Jahat dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Dokumen Palsu di Polres Langkat”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam kasus jual beli mobil dengan dokumen palsu yang ditangani Polres Langkat?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu pada perkara yang ditangani Polres Langkat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu menurut hukum pidana Indonesia
2. Mengkaji penerapan penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam kasus jual beli mobil dengan dokumen palsu yang ditangani Polres Langkat.
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu pada perkara yang ditangani Polres Langkat
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, pertolongan jahat, dan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam kasus jual beli mobil dengan dokumen palsu, khususnya pada perkara yang ditangani oleh Polres Langkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, pertolongan jahat, serta penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kendaraan bermotor dengan dokumen palsu di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, pertolongan jahat, penyertaan, dan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih objektif, profesional, dan berkeadilan, khususnya dalam penanganan perkara jual beli kendaraan bermotor dengan dokumen palsu yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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